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SIDANG DIBUKA PUKUL 16.30 WIB

KETUA: ASWANTO

Kita tunggu sekian detik supaya pas enam ... jam 16.30 WIB kita
mulai, ya.

Assalamualaikum wr. wb., selamat sore, salam sejahtera untuk
kita semua, om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo, Perkara Nomor 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, Perkara Nomor
127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, Perkara
Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia
Raya, Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai
Demokrat, dan Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan untuk Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 memperkenalkan diri! Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN
PRAMANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Untuk
Perkara 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami selaku Kuasa
Hukum dari Partai Perindo hari ini hadir bertiga, Yang Mulia. Saya sendiri
Yudhistira Ikhsan Pramana, di samping kanan saya Muhammad Sopiyan
dan di belakang saya Jhon M. Berhitu. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Baik. Selanjutnya Perkara 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., salam
sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat siang. Dari Perkara Nomor 05-
08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera. Saya Dudi
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Usman Sahupala, bersama saya Pak Tulus Wahjuono dan Malik Raudi
Tuasamo. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

KETUA: ASWANTO

Ini Bapak ganti-ganti tempat saja, ya? Tadi di sana, di sini.
Kayaknya belum pernah di sini, Pak, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA

Belum pernah, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Besok di sini, ya? Atau besok-besok, gitu.
Baik. Untuk Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pekara Nomor 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional yang hadir saat
ini, saya sendiri Kuasa Charles Litaay. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik, Pak Charles. Pak Charles juga ganti tempat ini. Selanjutnya
Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Kami dari Partai Gerindra hadir di
sini, saya Raka Gani Pissani dengan rekan saya Rahman Kurniansyah
untuk Perkara 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.
Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Perkara Nomor 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., salam
sejahtera buat kita semua. Kami dari Partai Demokrat untuk Perkara
Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir saya sendiri
Pangihutan B. Haloho dan sebelah sisi kiri saya ada Antoni Hatane.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik. Terakhir, Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 PDIP!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam Perkara Nomor 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir Imran Mahfudi.

KETUA: ASWANTO

Pak Imran juga kerjanya pindah-pindah ini. Tapi belum pernah di
sana kayaknya Pak Imran ini.

Selanjutnya, KPU! Silakan! Siapa yang memperkenalkan diri? Pak
Berna kelihatannya sudah gelisah mau ambil mik. Ini, Pak Berna, ini
mulai hari pertama kita sidang di sana terus dia.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Kami dari Termohon di wakilka ... diwakili oleh beberapa law firm dan
kami dari ... dari Absar Kartabrata dan rekan itu memegang ... dalam
perkara ini adalah memegang Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 ... apa ... Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kami datang,
saya sendiri Dr. Berna Sudjana Ermaya dengan Syafran Riyadi, nomor
Urut 14.

KETUA: ASWANTO

Baik.



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Silakan, untuk rekan yang lain!
KETUA: ASWANTO
Selanjutnya! Dari law firm yang lain!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Ya. terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Termohon untuk
Pekara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Ali Nurdin and
Partner Law Firm. Saya sendiri Syamsudin Slawat Pasilete, kemudian di
samping saya rekan saya Rian Wicaksana.

KETUA: ASWANTO
Baik. Kuasa Hukum, berikutnya!
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD
Assalamualaikum wr. wb. Dalam kesempatan ini saya Idris Sopian
Ahmad dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit Law Office, mewakili Termohon
dalam Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 vyang
dimohonkan oleh Partai Perindo dan Perkara Nomor 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat.
KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Masih ada lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terakhir, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Silakan!
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KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Saya Akhmad Jazuli dengan rekan saya Bagus Setiawan dari
Kantor Hicon Law Office khusus di sini sebagai Kuasa Termohon dalam
Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan
oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya! Masih ada lagi dari Kuasa Pemohon
Termohon? Sudah selesai ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Cukup, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Bawaslu siapa yang akan memperkenalkan?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin. Kami dari Bawaslu Provinsi
Maluku, tidak hadir Bawaslu Republik Indonesia karena ada tugas.

Saya sendiri Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Kordiv Penindakan
Pelanggaran Thomas Tamalatu Wakano, sebelah kiri saya ada Saudara
Paulus Titaley, Kordiv Pengawasan dan sebelah kanan saya, Ibu Astuti
Usman, Kordiv sengketa.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Ini banyak istilah-istilah yang muncul, ya? Kordiv, ya? Koordinator
memangnya, ya? Kordiv ... koordinator divisi (...)

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Betul, Yang Mulia.
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KETUA: ASWANTO

Jadi, ada istilah ... apa ... apa tadi ... istilah hitung suara itu?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Tingsura.
KETUA: ASWANTO

Ya.
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Penghitungan suara.
KETUA: ASWANTO

Tungsura. Itu seperti di Mabes, kita kalau mendengarkan
singkatan-singkatan, begitu.

Terima kasih, Bapak. Untuk selanjutnya, Pihak Terkait dari
Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ada?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Assalamualaikum wr. wb. (...)
KETUA: ASWANTO
Ini, Ibu sudah makan, ya? Kok lemes banget?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Sudah, Yang Mulia.
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Saya dari PKB ... Kuasa Hukum PKB. Saya bersama teman saya,
Teja Sukmana dan saya sendiri, Indri Hapsari.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Baik. Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Betul, ya? Kenapa saya tanya sudah makan atau belum, karena
kami juga Hakim baru makan. Makan siang tadi, setelah istirahat sore.

Kemudian, masih ada? Terkait untuk Perkara Nomor 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

Baik. Bapak, perkara nomor berapa? Sama? Berarti, enggak perlu
lagi di ... apa namanya ... dibuka sesi untuk menanya. Karena sudah
tidak ada lagi Kuasa Hukum yang lainnya.

Baik. Sebelum kita memeriksa perkara ini. Ada beberapa hal yang
perlu kami informasikan.

Pertama, perkara-perkara yang kita akan periksa saat ini, Panel
sudah mendalami, bahkan Panel sudah membuat telaah, ya. Sehingga,
diminta kepada semua Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu,
menyampaikan pokok-pokoknya saja. Terutama, Bawaslu tidak perlu
menjawab secara ... apa ... detail dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Pemohon. Karena Bawaslu bukan lawannya Pemohon.

Kemudian yang kedua. Perbaikan permohonan atau perbaikan
keterangan yang disampaikan adalah yang tidak lewat tenggat waktu.
Karena kalau yang lewat tenggat waktu, Mahkamah tidak akan
mempertimbangkan.

Dan berikutnya dimohon dengan hormat, Yang Mulia Bapak Prof.
Saldi Isra untuk memandu pemeriksaan ini. Silakan, Yang Mulia!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia, Ketua.

Assalamualaikum wr. wb., selamat sore, salam sejahtera untuk
kita semua.

Ada 6 list perkara yang sore ini akan kita dengarkan. Semua
tergantung ... apa ... Para Pihak. Apa mau cepat, mau dilambatkan?
Kalau mau cepat, ya, poin-poinnya saja. Nanti, sekiranya ini belum
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selesai, tapi sudah menunjukkan pukul 17.45 WIB atau pukul 17.50 WIB,
kita berhenti di sana, ber ... rehat sebentar untuk sholat magrib. Nanti,
sambung lagi. Kecuali, semuanya bisa mengefisienkan waktu, sekitar
pukul 18.00 WIB sudah hampir selesai, kita tunda sedikit agar tidak ada
sambungannya. Pilihannya tergantung kita bersama. Apalagi, Pihak
Terkaitnya, kan cuma 1. Bisa, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Ya. Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Konfirmasi saja, kehadiran dari Prinsipal KPU Syamsul Rifan
Kubangun, Ketua KPU Provinsi Maluku. Kemudian, Almudatsir Zain
Sangadji, Kordiv Hukum KPU Maluku, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Nah, itu yang lupa itu. Harus disampaikan tadi. Dari
... tadi ... tadi, kan. Sudah masuk juga ya, Pak, ya?

Sudah kenal semua ini? Jadi, kalau tadi, Pak Ketua mengatakan,
ndak berubah-ubah wajahnya, itu-itu saja. Orang Hakimnya dari awal-
awal sidang itu-itu juga, kok. Enggak berubah juga. Duduknya di sini
malah terus menerus ini.

Pertama, kita minta Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Perindo. Siapa yang mau menyampaikan ... Pak
... dari kantor hukum? Rahardi Sigit, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Nurhadi Sigit.
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HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nurhadi Sigit. Mohon maaf. Silakan!
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA
PRAMANA

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA
PRAMANA

136-09-
IKHSAN

136-09-
IKHSAN

Kalau masih ada kesempatan renvoi untuk permohonan, apakah

masih bisa ditanggapi, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu sudah jauh sekali. Barangnya mau dijemput.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA
PRAMANA

Sudah jauh, ya? Enggak (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sekarang, kita di sini dulu ini.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA
PRAMANA

Ya. Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

136-09-
IKHSAN

136-09-
IKHSAN
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KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Mohon izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Terkait dengan  Perkara  Nomor  136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Dalam hal ini, langsung kami ke pokok permohonan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Provinsi Maluku. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku VI. Dalil pada
halaman 4, tabel 1 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya
kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara pada Kabupaten Maluku Tenggara, untuk
pemilihan anggota DPRD Maluku, yaitu persandingan tabel, dianggap
dibacakan.

Selanjutnya, angka 2. Terhadap dalil Pemohon dalam angka 1,
halaman 4 yang mendalilkan, ada perolehan suara bagi Partai
Kebangkitan Bangsa di TPS 01, 02, dan 03, Desa Bombay. Terhadap hal
tersebut telah kami tanggapi dalam angka 2, halaman 3.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Telah dianggap, dibacakan, ya?
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67.

68.

69.

70.

71.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Tabel dianggap dibacakan.

Selanjutnya, terhadap ... di halaman 6, dalam angka 2, halaman
5, permohonan Pemohon mendalilkan, ada penambahan perolehan suara
bagi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 01 dan 02, Desa Watsin,
Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
Terhadap hal tersebut, dapat Termohon tanggapi di angka 3, halaman 6.

Kami lanjut ke halaman 7.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Dalam angka 3 halaman 6, Pemohon mendalilkan ada
penambahan perolehan suara bagi partai kebangkitan bangsa di TPS 01,
02, Desa Ohoilim, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara,
Provinsi Maluku. Terhadap hal tersebut, telah kami tanggapi dalam
angka 4, halaman 7 sampai 8.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya berlanjut ke halaman 9. Terhadap dalil Pemohon yang
mendalilkan ada penambahan perolehan suara bagi partai kebangkitan
bangsa di TPS 01, 02, 03, 04, Desa Depur, Kecamatan Kei Besar,
Kabupaten Maluku Tenggara. Terhadap hal tersebut, telah Termohon
jelaskan dalam angka 5, halaman 9.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus!
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72,

73.

74.

75.

76.

77.

78.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya ke halaman 13.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini tabel dianggap dibacakan, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Tabel dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman 13.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Dalam angka 5, halaman 7 sampai 8. Pemohon mendalilkan ada
penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Desa
Watlaar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku
Tenggara, Provinsi Maluku. Terhadap hal tersebut, telah Termohon jelasi
... telah Termohon tanggapi dalam angka 6, halaman 13. Selanjutnya
tabel dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya ke halaman 14. Dalam angka 6, halaman 8. Pemohon
mendalilkan ada penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan
Bangsa di TPS 01 Desa Ohoimur RK, Kecamatan Kei Besar Utara Timur,
Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Terhadap hal tersebut,
Termohon tanggapi dalam angka 7, halaman 14. Selanjutnya tabel
dianggap dibacakan.
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79.

80.

81.

82.

Selanjutnya halaman 15. Dalam angka 7, halaman 9. Pemohon
mendalilkan ada penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan
Bangsa di TPS 01 dan 02 Desa Hollay, Kecamatan Kei Besar Utara Timur,
Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Terhadap hal tersebut,
dapat Termohon tanggapi dalam angka 8, halaman 15 sampai 16.

Selanjutnya halaman 16. Dalam angka 8, halaman 9. Pemohon
mendalilkan ada penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan
Bangsa di TPS 01 dan 02 Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara
Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Terhadap hal
tersebut juga telah Termohon tanggapi dalam angka 9, halaman 16.
Tabel selanjutnya dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 18. Dalam angka 9, halaman 10. Pemohon
mendalilkan ada penambahan perolehan suara bagi par ... Partai
Kebangkitan Bangsa di TPS 01 dan 02 Desa Yamtimur, Kecamatan Kei
Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
Terhadap hal tersebut, dapat Termohon tanggapi dalam angka 10,
halaman 18. Selanjutnya tabel dianggap dibacakan.

Selanjutnya lanjut ke halaman 20, Majelis. Dalam angka 10,
halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa ada penambahan perolehan
suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 01, 02, dan 03 Desa Banda
Efruan, Kecamatan Kei Besar. Terhadap hal tersebut, dapat Termohon
jelaskan dalam angka 11, halaman 20. Selanjutnya tabel dianggap
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus!
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD
Lanjut ke halaman 23, langsung petitum, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,

Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan
sebagai berikut.
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83.

84.

85.

86.

Untuk Provinsi Maluku, Dalam Pokok Permohonan. Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan
Maluku VL.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya tertanggal 21
Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku VI yang
benar adalah sebagai berikut.

1. Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara=10.430.
2. Partai Perindo, perolehan suara=10.228.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban terhadap Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 kami bacakan dan kami sampaikan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Itu artinya angkanya tidak berubah dari apa yang
ada dalam keputusan KPU, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah ini, ini memang agak redundant. Sebetulnya kalau dikatakan
mempertahankan ini atau menganggap ini sah, angkanya itu sebetulnya
tidak perlu muncul lagi. Tapi itu banyak berulang mungkin nanti akan
perlu ada pelajaran tambahan dari Mahkamah Konstitusi ini kalau ada
pelatihan lagi.

Berikutnya Perkara Nomor 105, ya. Partai Keadilan Sejahtera,
silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 berkaitan dengan PKS.
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87.

88.

89.

90.

91.

92,

93.

924.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Pemohonnya PKS.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu yang tanggal 12 Juli, ya? Perbaikan 12 Juli?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Jawaban, jawaban kita itu ke 11 Juli.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
11 Juli?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
11 Juli.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ya, 11 Juli. Saya langsung saja, bahwa dalam Eksepsi, dianggap
dibacakan. Dalam Pokok Perkara. Termohon menolak seluruh dalil
permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali apa yang telah secara

tegas dan bulat diakui Termohon. Provinsi Maluku Dapil II Maluku, di
tabel 1 dan tabel sampai ke halaman 14, Yang Mulia.
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
14.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini angkanya semua, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Angka semua dianggap dibacakan, hanya tabel terakhir di
halaman 14.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Perolehan suara di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Kabupaten/Kota ... Kabupaten Buru, Pemohon=5.097.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112,

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Termohon=5.097 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Alat buktinya sebagai DC-1 Kabupaten Buru.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Kabupaten Buru Selatan=3.582
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Termohon 3.582, alat buktinya DC Kabupaten Buru. Sehingga (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
DC-1, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

DC-1 Kabupaten Buru.
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113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sehingga totalnya Pemohon itu di 2 kabupaten ini adalah 8.679.
Sama dengan perhitungan Termohon, yaitu 8.679.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Halaman 15 karena polanya sama, ini hanya menjelaskan di tabel
tadi (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Poin 4 sampai poin (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
11.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

7 (..
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, enggak.
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Poin 7 saja, di halaman 18.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Itu dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Lanjut poin 8!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Di poin 8 bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 16, poin
1 dan poin 2, halaman 20 yang menguraikan adanya rekomendasi
panwascam untuk PK ... P ... PPK Namlea ber ... berkoordinasi secara
berjenjang melakukan pemungutan suara ulang pada 71 TPS di Desa
Namlea adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Karena untuk dilakukan pemungutan suara pada 71 TPS di Desa
Namlea haruslah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 372 dan Pasal
373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 juncto Pasal 65 dan Pasal 66
Peraturan Kep ... KPU Nomor 3 Tahun 2019. Termohon tidak pernah
menerima rekomendasi Bawaslu atau Panwascam Namlea untuk
dilakukan pemungutan suara ulang pada 71 TPS di Desa Namlea.
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129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, oke. Nanti biar kita dengar keterangan Bawaslu berkait
dengan ini.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Lanjut!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

9. Bahwa dalil Pemohon angka 19 halaman 20 yang menyatakan
terdapat kelengkapan pemungutan suara, yakni kotak suara dan
bilik suara baru, tiba di TPS pada pukul 12.00 WIT adalah dalil
yang tidak benar, mengada-ada, dan bersifat tuduhan yang
spekulatif kepada Termohon, tanpa dapat dibuktikan pem ...
Pemohon, sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

10. Bahwa dalil Pemohon angka 20 sampai dengan angka 38
adalah dalil Pemohon vyang tidak mendasar karena tidak
disebutkan secara jelas kejadian-kejadian a quo pada TPS mana
saja, sehingga harus dikesampingkan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini tinggal kan, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau dikesampingka ... dikesamping saja lain artinya.
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136.

137.

138.

139.

140.

141.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dikesampingkan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dikesampingkan, ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Pakai kan, Pak.

11. Bahwa karena Termohon telah memberikan bantahan
terhadap dalil-dalil Pokok Pemohon, berkaitan dengan perolehan suara
Pemohon dan Pihak Terkait secara kuat dan sempurna, sehingga dalil-
dalil Pemohon yang berkaitan dengan prosedur tidak lagi dibantah secara
tersendiri oleh Termohon dalam bantahannya. Karena dalil-dalil
demikian, bukan merupakan dalil-dalil dalam objek sengketa
penyelesaian hasil pemilu. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan
oleh Termohon sebagai terurai di atas, kiranya memadai untuk
menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah
melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar pemilihan
umum calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota
secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitum saja.
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142.

143.

144.

145.

146.

147.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Petitum.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon, menyatakan
Permohonan Pemohon sepanjang Permohonan untuk mengisi
keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil II dinyatakan bukan
kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan
seterusnya (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara par ... partai Pemohon untuk
mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil II yang
benar adalah (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.
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148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Untuk Golkar, dalam tabel, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Untuk Golkar perolehan suaranya=27.887. Untuk PKS perolehan
suaranya=8.679.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
8.679.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ada tambahan, enggak? Enggak, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Enggak.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain (...)

23



156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Atau (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Mohon putusan yang seadil-adilnya, enggak perlu ditambah?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Tambah itu. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Selanjutnya Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dari ABN, ya? ANP.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

ANP.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Wah, ABN rasa hidup lagi Bang Buyung jadinya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Turunan dari ABN, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ya, nih.
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164.

165.

166.

167.

168.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Berikut ini kami dari ANP Law Firm akan menyampaikan jawaban
Termohon dalam Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Amanat Nasional untuk Wilayah Maluku.

Dalam Eksepsi, hanya ... hanya ada 1 Eksepsi yang kami ajukan,
Yang Mulia, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan.
Uraian tentang Eksepsi ini dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Kemudian, lanjut dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon
dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon. Bahwa tidak
benar ada pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS-10 Desa Olilit
Raya, TPS-13 Desa Olilit Raya, TPS-18 Desa Olilit Raya, Kecamatan
Tanimbar Selatan. Dan tidak benar ada penambahan perolehan suara
bagi calon lain, yakni dalam hal ini Partai Hanura TPS-16, Desa Olilit
Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Bahwa sesungguhnya proses penghitungan perolehan suara telah
dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bahwa memang terdapat koreksi penghitungan perolehan suara,
namun hal tersebut dilakukan atas dasar rekomendasi dari Panwascam
yang juga disaksikan oleh para saksi dari partai politik dan hasilnya telah
diterima dan diketahui bersama.
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk selain dan
selebihnya. Bahwa secara ce ... keseluruhan jawaban Termohon adalah
apa yang tertera dalam jawaban tertulis Termohon yang mohon
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Selanjutnya masuk pada petitum.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cepat sekali, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Cepat sekali, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT
PASILETE

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam
pokok permohonan.
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177.

178.

179.

180.

181.

182.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987, dan seterusnya.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian, Yang Mulia. Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor
127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih. Kita masuk Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
dari Kantor Hukum Absar Kartabrata.
Silakan! Pak Berna, lagi? Ini tidak ada perbaikan, ya? Yang ... yang
jawaban awal?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Jawaban awal.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan! Yang disampaikan pada tanggal 11 Juli?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
11 Juli. 11 Juli, ya?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu ber ...
Pemohonnya Partai Gerindra.
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183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Untuk dalam eksepsi ... dalam eksepsi dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Langsung pokok perkara halaman 7.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Pokok perkara halaman 9.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Halaman 9, Dalam Pokok Perkara, Dapil Maluku I.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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192.

193.

194.

195.

196.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Persandingan. Halaman 10 juga tabel, persandingan. Maka, di
halaman 11, kami me-counter tabel-tabel tadi atau dalil-dalil Pemohon
bahwa merupakan fakta hukum dalil Pemohon halaman 5 dan 6. Dalam
Pokok Permohonan berkenaan dengan tabel persandingan perolehan
suara menurut Termohon dan Pemohon sebagaimana Pemohon
mendalilkan perolehan 5.278 suara sehingga terjadi pengurangan 24
suara dari perolehan suara Pemohon yangmana ditetapkan Termohon
sebanyak 5.254 adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasarkan
secara hukum.

Bahwa dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon
pada halaman 8 angka 8 dan angka 9 (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Permohonan Pemohon. Pada Kecamatan Nusaniwe adalah
sebanyak 1.411 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan
suara Pemohon sebanyak 1.387 suara. Sehingga Pemohon menyatakan
telah terjadi pengurangan 24 suara pe ... milik Pemohon di Kecamatan
Nusaniwe.

Bahwa merupakan fakta hukum terdapat ketidakbenaran data
sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan
karena data yang benar apabila disandingkan dengan data berdasarkan
formulir DAA-1 DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan
Nusanawe. Jadi ada perbedaaan datanya disana. Jadi ada perbedaan
datanya di sana.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu apa mak (...)
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa merupak (...)
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197.

198.

199.

200.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu apa maksudnya provinsi, kecamatan itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ini DPRD ... ini DA-1. DA-1 nya untuk provinsi.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
DA-1 itu? Oke. Silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa merupakan fakta hukum dalil Pemohon berkenaan dengan
pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 24 suara oleh
Termohon, dalam halaman 8 angka 9. Hal adalah ini ... adalah dalil yang
bersifat spekulatif, mengada-ada dan hanya bersifat persangkaan
Pemohon yang tidak dapat dibuktikan sesuai fakta hukum oleh Pemohon.

Bahwa karena itu perolehan suara Pemohon di Kecama
Kecamatan Nusaniwe yang benar adalah perolehan suara Pemohon
berdasarkan penetapan pegghitungan perolehan suara menurut
Termohon dalam Form Model DAA-1, prov ... DPRD provinsi, dan DA-1
DPRD provinsi, yaitu ... yakni sebanyak 1.387 suara, dan bukan 1.411
suara. Sebagaimana menurut peng ... penghitungan Pemohon dalam
pokok permohonan.

Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar pada
tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon adalah berdasarkan Formulir Form
DB-1 DPRD provinsi adalah sebanyak 5.254 suara dan bukan 5.278
suara. Vide Bukti DA-1 Nusaniwe dan DB-1.

Untuk tabel berikutnya, Kecamatan Teluk Ambon, ini dianggap
dibacakan, Yang Mulia. Untuk poin 11 juga dianggap dibacakan. Di poin
14 dalilnya di ... dalil Pemohon di ... di paragraf pertama, ini dibantah
bahwa merupakan fakta hukum Termohon telah menindaklanjuti
rekomendasi-rekomendasi panwascam dengan melakasanakan rapat
pleno dan mengkaji rekomendasi tersebut yang menghasilkan
dikeluarkannya surat keputusan kp ... KPU Kota Ambon Nomor 11 dan
seterusnya, tertanggal 25 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019 berdasar ...
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201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

berdasarkan kewenangan Termohon dan syarat pelaksanaan PSU
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 dan seterusnya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu di Pasal 37 ... Pasal 372, Pasal 373 itu berapa hari?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
10 hari, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Rekomendasi itu keluarnya tanggal berapa?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ini 25.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
25, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
25.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi, masih ada berapa hari menjelang tanggal 277?

TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

24, Yang Mulia.
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209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

24 ini kalau ... kalau di rekomendasi panwascam.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

25 KPU mengeluarkan tindak lanjut.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dengan menyatakan rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak
memenuhi syarat formiil dan materil untuk melakukan PSU pada TPS-
TPS tersebut.

Di poin 15. Bahwa selain itu, rekomendasi-rekomendasi
panwascam dikeluarkan pada tanggal 24 April atau 3 hari sebelum batas
akhir pelaksanaan pes ... PSU sesuai Pasal 37.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa yang dibaca sekarang?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

15. Yang Mulia, poin 15. Di bawah.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang diserahkan kami, sama, enggak yang dibacakan?
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217.

218.

219.

220.

221.

222.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sama, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Coba (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Yang tangal 11.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Coba lihat ke sini! Ini kan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Coba lihat halam ... halaman berapa tadi yang saya suruh?
Halaman 15. Halaman 15, ini tanda tangan ini. Ya, jangan-jangan Anda
tambah ini dari yang dise ... disetorkan sebelumnya. Ini sudah dua saya
lihat ini. Yang ada kami pegang. Ini yang asli, ini yang diberikan ke
Hakim. Tapi beda.

Ya, tanggalnya 11 Juli? Oke. Tapi di dalamnya kok beda
halamannya? Nah, ndak ada tabel-tabel itu lagi. Mana coba? Bukan,
tabel yang Anda bikin itu saja, enggak ada di sini, ya. Ya, sudah. Kami
akan mempedoman ini saja, ya.

Jadi, jangan diubah-ubah yang sudah disampaikan. Langsung ke
Petitum saja! Nanti akan kami ... apa ... akan kami berikan pendapat (...)
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223.

224.

225.

226.

227.

228.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik, Yang Mulia. Kami yang Petitum karena dapilnya 1.
Petitumnya. Bahwa dalam eksepsi. Mengabulkan eksep ... dalam eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam perkara ... pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU
Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian
keanggotaan DPR-DPRD provinisi, DPRD kabupaten/kota di ... di
beberapa daerah pemilihan yang benar adalah Dapil I Kota Ambon, provi
... Provinsi Maluku 1.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sila ... tolong ... tolong sebutkan angkanya. Berapa yang
tertulis di situ?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Johan ... nama caleg, Johan Johanis Lewe ... Lewerissa.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
S.H., M.H., perolehan suaranya=5 ... 5.254.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Robby g ... gas ... Gaspersz=5.507.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Lalu, yang di belakang itu apa lagi?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Selesai, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan. Di sini ini faktanya ada angka lain, lho, yang Anda tidak
sebutkan.
Ini. Anda tadi sebutkan suara Johan Johanis Lewerissa itu=5 ...
5.254?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Lalu, Robby Gaspersz itu=5.5077?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kolom di sebelahnya itu lagi apa maksudnya?
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237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244,

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Itu di ... direnvoi, Majelis, tidak ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Anda berarti tidak membaca apa yang Anda serahkan ke
kami? Tolong, ya, KPU, ya. Ini harus Anda harus perhatikan ini Kuasa
Hukum yang begini? Jadi, kami hanya akan membenarkan yang ada di
tangan kami (...)
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu yang kami terima.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kalau tidak benar yang Anda sampaikan tadi, kami akan
memutus berdasarkan permo ... apa ... perbaikan yang ini.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Jawaban ini. Ini diingatkan kepada yang lain, para Kuasa

Hukum yang lain kalau membacakan yang tidak diserahkan nanti kita
kasih penalti, loh. Kami suruh keluar nanti.
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245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-

02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya? Jadi, Pak Berna ini sudah berulang-ulang jangan-jangan yang
lain begini juga. Nanti akan kami cek semua.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-

02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Ya. Betul. Ya. Betul.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau terjadi seperti itu ... Nah, nanti bisa berbahaya loh untuk,
Bapak.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA
Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya? Termasuk itu melecehkan pengadilan kalau begitu.
TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI
Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Silakan!

TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

Ya. Dari Prinsipal, Yang Mulia.
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254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

Untuk Perkara Gerindra, ini perlu kami tegaskan karena tadi
petitumnya tidak dilakukan penekanan. Kebetulan antara Pemohon dan
Pihak Terkait ini adalah sa ... sama dalam 1 partai, sehingga kemudian
ya penekanan tentang Legal Standing ini perlu atensikan kembali (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan (...)
TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

Kemudian yang kedua (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Saya tidak mempersoalkan itu. Itu bisa kita baca soal yang
begitu.

TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI
Oh, ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang saya ... kami persoalkan itu adalah apa yang dibacakan
terbuka itu beda dengan apa yang kami terima. Itu yang jadi masalah.

TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

Yang Mulia, perlu kami sampaikan juga itu sudah kami antensikan
karena yang di petitum itu angka yang ditetapkan itu kan diminta
ditetapkan itu masih angka persandingan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

Sementara yang kami minta adalah angka versi Termohon. Jadi,
angka yang sudah dibacakan oleh Kuasa kami itu adalah angka yang
kami antensikan pada saat itu. Kemungkinan yang (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah! Faktanya. Sudah! Anda berhenti dahulu! Faktanya yang
kami terima itu berbeda dengan yang disampaikan. Anda terima itu kan?

TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI
Masih anggap persandingan itu yang (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya yang dijawab. Faktanya yang kami
diberikan ke kami dengan yang ada di sana beda kan?

TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

Ya. Itu yang sudah kami atensikan yang sebenarnya (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang Anda maksudkan atensi itu?
TERMOHON: ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI

Yang da ... karena bukan angka persandingan. Yang kita minta itu
angka versi Termohon yang sudah dibacakan oleh Kuasa kami. Cuma,
barangkali ada kesalahan ketika diserahkan kepada Mahkamah,
barangkali. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba Anda lihat ke sini! Kan yang sampai ke kami ini kan? Tidak
ada urusan miss-nya yang disampaikan ke sini ini yang kita terima.
Sudah, Anda kembali ke sana! Kalau tidak benar itu jangan dibela. Anda
paham itu!

Kalau Anda memberikan data tidak benar, nanti kami memutus
dengan tidak benar itu kan jadi masalah.

Sekarang, Perkara 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Saya
pastikan dulu ya. Ini perbaikan yang tertanggal 9 Juli, ya.
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271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

12 Juli.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

12? Sebentar. Yang 12 Juli, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, dibacakan pokok-pokoknya saja! Ini pas, ya? Persis
seperti ini ya? Jangan berubah juga.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Perbaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 langsung ke dalam eksepsi, permohonan
Pemohon tidak jelas.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke pokok permohonan saja!l
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279.

280.

281.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Langsung ke pokok permohonan. Halaman 4 Provinsi Maluku pers
... perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Anggota DPRD Provinsi
Maluku Daerah Pemilihan Maluku III. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh
Pemohon seluruhnya tidak berhubungan dengan dalil-dalil dalam objek
sengketa hasil pemilu. Karena Pemohon tidak secara jelas menyatakan
perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon sehingga
perolehan suara tersebut apabila dapat di ... sehingga perolehan suara
tersebut apabila dapat dibuktikan Pemohon maka akan berpengaruh
terhadap perolehan kursi kepada Pemohon.

Selanjutnya, angka 3 halaman 4. Dalil Pemohon pada halaman 10
angka 3 menyatakan terdapat berbagai kecurangan dan pelanggaran
yang sengaja dilakukan oleh Termohon antara lain. Adanya DPTHP 2
yang sama, tanggal dan bulan dan tahun lahir yang sama pemilih yang
terdaftar di DPT Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan hak pilih
di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihutu Barat adalah dalil yang
tidak benar dan dapat dibantah Termohon sebagai berikut. Dalil
bantahan termuat dalam angka 3, halaman 4. Selanjutnya, dianggap
dibacakan.

Lanjut ke angka 5 halaman 5. Dalil Pemohon dalam halaman 11
angka 4 halaman 12 .. halaman 12 angka 5 dan 6 Pemohon ...
permohonan Pemohon mengenai ketidak konsistenan jumlah pengguna
hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar.
Terhadap hal tersebut, telah kami bantah dalam halaman 5 ... dalam
angka 5, halaman 5. Selanjutnya, terkait dengan tabel, dianggap
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Lanjut ke halaman 6. Perselisihan hasil pemilihan umum PHPU
Anggota DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan Kota Ambon II. Perolehan
suara tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan yang benar berdasarkan
pol ... formulir .... Formulir Model DA-1 DPRD kabupaten/kota, menurut
Termohon adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Selanjutnya, ke halaman 2 ... ke angka 2, halaman 7. Bahwa dalil
Pemohon dalam halaman 14 berkaitan dengan da ... tabel persandingan
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282.

283.

284.

285.

286.

perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota
Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon II adalah berse ... berkesesuaian
antara data perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon.
Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Ambon yang
tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kota .. DPRD
kabupaten/kota.

Angka 3 (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Ambon II, tersedia 8 kursi
untuk pengisian ke ... anggota DPRD Kota Ambon. Sehingga, tingkat
perolehan suara partai politik terbanyak pertama sampai dengan tingkat
perolehan suara terbanyak kedelapan, akan mengisi perolehan 8 kursi
yang tersedia dalam Daerah Pemilihan Kota Ambon II.

Selanjutnya, tabel terkait dengan pengisian keanggotaan,
dianggap dibacakan. Lanjut ke angka 5, halaman 9.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Bahwa dengan demikian, perolehan suara terbanyak ke 8, untuk
pengisian kursi terakhir atau kursi ke 8, dalam Daerah Pemilihan Kota
Ambon II, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara
2.421.

Sedangkan Pemohon adalah perai ... peraih peringkat perolehan
suara terbanyak ke sembilan dengan perolehan 2.405 suara. Sehingga,
Pemohon tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Ambon II.

Lanjut ke halaman 10.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini tabel dianggap dibacakan, ya?
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287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Tabel dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Bahwa karena itu perolehan suara yang benar untuk pengisian
kursi anggota DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon II,
menurut Termohon dan ... menurut Pemohon adalah sebagai berikut.
Tabelnya dianggap dibacakan.

Lanjut ke angka 6, halaman 11. Bahwa karena itu, dalil Pemohon
dalam halaman 19 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Angka 8 atau angka 6?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Angka 8 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Halaman 11 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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295.

296.

297.

298.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Bahwa karena itu, dalil Pemohon dalam halaman 19, angka 3
sampai dengan halaman 21, angka 5, yang menyatakan telah terjadi
kecurangan atau perpindahan suara dari partai yang satu ke partai yang
lain, termasuk dalil Pemohon yang menyatakan suara Pemohon
dihilangkan dan dipindahkan ke partai yang lain oleh Termohon pada
tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Ambon adalah dalil yang tidak benar.

Selanjutnya, bantahan terhadap hal tersebut, kami anggap
dibacakan. Lanjut ke angka 9, halaman 12. Bahwa dalam dalil Pemohon,
halaman 21, angka 6 dan angka 7 yang menyatakan, Termohon tidak
melaksanakan rekomendasi Panwascam Sirimau Nomor 16, tertanggal 25
April 2019 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum.
Karena dapat dibantah Termohon, dalil bantahan dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 13, petitum berdasarkan seluruh uraian
sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Dalam Pokok
Permohonan, perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi
Maluku, Daerah Pemilihan Maluku III.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987 dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019. Demikian pula,
terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kota Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon II.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih.
Terakhir, Nomor Perkara 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Masih orang yang sama? Oh, sudah beda?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Beda.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Iniyang 9 ... apa ... yang tertanggal 9 Juli, ada perbaikan?
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299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Tidak ada perbaikan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kemungkinan, nanti ada renvoi untuk kalimat (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman berapa itu, sebelum dibacakan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sebelum dibacakan. Yang pertama tentang ... karena ini mungkin
di situ tidak ada halamannya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Kalau halaman, itu penambahan namanya. Oke (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kita mulai dari halaman depan, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Ini halaman 2, itu (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 2 (...)
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309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Semuanya adalah advokat (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bukan, ada advokat magang (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Jadi, advokat magangnya dihapuskan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Dihapuskan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kemudian, kami di halaman 8, itu juga secara susunan kurang ke
atas juga ada (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebentar (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Di atas (...)
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318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya pastikan dulu, kasihkan dulu halamannya, baru tahu dia.
Halaman 8, itu terlalu jarak, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Jarak. Di atas. Kemudian, kata di atasnya dihilangkan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu di poin berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara d/ atas, di
atasnya enggak ... enggak perlu. Karena di atasnya tentang tabel yang
berbeda.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Poin 1, 2, 3 bahwa terhadap permohonan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Poin 3, pemantauan itu juga (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
CC d/ atasnya dihilangkan, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

47



327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Di angka 3, pemantauan kurang ... salah ketik ... bersama
Kapolres Buru juga salah ketik.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Proses (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Kalau yang satu-satu huruf itu dimaklumilah. Ada lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sama yang terakhir di bagian petitum ... di petitum poin 3,
dianggap tidak ada. Karena itu sudah termasuk di petitum nomor 2.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Petitum nomor (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

3.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Jadi yang semua yang nomor 3 ini hapus, ya, semuanya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.
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336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, bisa saya mulai. Jawaban untuk Perkara Nomor 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai PDIP, kami
Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut. Untuk Eksepsi dianggap
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kemudian ini ada 2 dapil, Dapil I Kabupaten Buru, kami
menyampaikan tabel. Karena yang dipermasalahkan adalah ten ... di
Kecamatan Namlea kita sampaikan tabel perolehan suaranya di
Kecamatan Namlea dan dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai halaman (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

8.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
8, oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke. Selanjutnya, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih
suara menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Satu, bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan hasil sesuai dalil
Pemohon tabel 1, poin a, halaman 5, Permohonan a quo. Merupakan
dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum bahwa sesuai
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344.

345.

tabel 001 dan tabel 002, angka-angka tersebut adalah benar dan
disahkan pada pleno di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Buru, vide Bukti
T-003.

Dua, bahwa dalil Pemohon angka 2, halaman 5 Permohonan a
quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta
hukum pada tanggal 17 April 2019 seluruh kotak suara sudah berada di
TPS tepat pukul 07.30 WIT dipantau langsung ke TPS-TPS oleh ketua
dan anggota KP ... KPU Kabupaten Buru bersama Kapolres Pulau Buru
AKBP Ricky Kertapati S.H.

Tiga, bahwa dalil Pemohon angka 3, halaman 5 Permohonan a
quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta
hukum bahwa dari pemantauan ketua dan anggota KPU Kabupaten Buru
bersama Kapolres Buru, untuk Kecamatan Namlea, proses pemungutan
suara dimulai sejak pukul 07.00 WIT hanya terdapat 2 TPS saja yang
pemungutan suaranya dilakukan pada pukul 07.10 WIT dan Pukul 07.30
WIT.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, terus!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa dalil Pemohon angka 4, halaman 5, Permohonan a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum
bahwa terdapat kekurangan surat suara sebanyak 18 surat suara untuk
jenis pemilihan DPD pada TPS 54 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Hal
tersebut telah diatasi dengan peminjaman kekurangan surat suara oleh
ketua dan anggota KPU Kabupaten Buru, dari TPS 53 Desa Namlea,
Kecamatan Namlea. Berita Acara peminjaman SS dan BA penyerahan SS
terlampir.

Merupakan fakta hukum bahwa terdapat kekurangan surat suara
sebanyak 101 surat suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi pada TPS
4 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy. Hal tersebut telah diatasi dengan
peminjaman kekurangan surat suara oleh Ketua dan anggota KPU
Kabupaten Buru dari TPS 53 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Bahwa dalil Pemohon angka 5, halaman 5 Permohonan a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, merupakan fakta hukum
bahwa semua TPS yang berada pada Daerah Pemilihan Buru I telah
menempelkan daftar calon tetap sebagai panduan pemilih.

Enam, bahwa dalil Pemohon angka 6, halaman 6 Permohonan a
quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, merupakan fakta
hukum bahwa semua pengguna KTP e-elektronik, baik yang terdaftar
dalam DPT dan tidak membawa C-6 maupun pengguna KTP elektronik
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346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dilayani oleh KPPS sesuai
prosedur dengan menggunakan hak pilihnya.

Bahwa dalil Pemohon angka 7 halaman 6 Permohonan a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, merupakan fakta hukum
bahwa semua pemilih didaftarkan pada C-7 sesuai jenis.

Delapan, bahwa dalil Pemohon angka 8, halaman 6 Permohonan a
quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta
hukum bahwa semua saksi peserta pemilu maupun panwas TPS
menerima salinan DPT untuk semua TPS yang berada di Dapil Buru II.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada buktinya semua, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Nanti di dalam bukti ini nanti kita sampaikan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh, ini ada bukti tambahan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa dalil Pemohon (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Atau bukti tambahannya diserahkan dulu biar diverifikasi juga.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ini ada bukti yang sudah kami sampaikan.
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354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, silakan lanjutkan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa dalil Pemohon angka 7 halaman 6 Permohonan a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, merupakan fakta hukum
bahwa semua pemilih didaftarkan pada C-7 sejenis.

Bahwa dalil Pemohon angka 8, halaman 6 Permohonan a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, merupakan fakta hukum
bahwa semua saksi peserta pemilu maupun panwas TPS menerima
salinan DPT untuk semua TPS yang berada di Dapil Buru II.

Bahwa dalil Pemohon angka 9, halaman 6 Permohonan a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, merupakan fakta hukum
bahwa prosedur penghitungan suara dimulai dari PPWP, DPR, DPRD,
DPRD Provinsi, kemudian DPRD Kabupaten. Hal ini sesuai dengan
bimtek.

Kejadian saat rekapitulasi kecamatan dan kabupaten (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu dianggap dibacakan saja, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, dianggap dibacakan, termasuk yang tabel persandingannya,
Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dari halaman 10, 11, sampai 12.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sampai 12.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lanjut!
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361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 dalam
Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan
perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
Kabupaten Buru untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Buru, Daerah
Pemilihan Buru I yang meliputi 1 sampai (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

1,2,3(.)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sampai 7 adalah tidak benar.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Terus!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kemudian kita sudah masuk ke Dapil (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
IT Kota Buru.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

IT Kota Buru. Kami juga menyampaikan tablenya, mohon dianggap
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus lanjut ke (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Halaman 18.
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370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan hasil sesuai dalil
Pemohon tabel 1 poin a, halaman 5 Permohonan a quo merupakan dalil
yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum bahwa sesuai tabel
001 dan tabel 002, angka-angka tersebut adalah benar dan disahkan
pada pleno di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Buru, vide Bukti T-003.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dua. Bahwa dalil Pemohon angka 1, nomor 7 Permohonan a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum
seluruh proses pada tingkat KPPS, PPS, PPK, sampai dengan tingkat KPU
Kabupaten Buru, saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak
pernah mengajukan keberatan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, sampai 5 dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke. Dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kejadian saat rekapitulasi kecamatan dan kabupaten, silakan!
Halaman 19.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Kejadian saat rekapitulasi kecamatan dan kabupaten. Bahwa
tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat proses pemungutan dan
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378.

379.

380.

381.

382.

383.

penghitungan suara di TPS dan ikut menandatangani atau mengesahkan
hasil perolehan suara usai penghitungan suara di TPS.

Bahwa tidak ada keberatan saksi PDIP pada saat pleno di tingkat
PPK ... PPK Waiapo, PPK Lolong Guba, PPK Wailata, PPK Teluk Kayeli,
dan PPK Batabual Buru, Bukti T-003.

Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno di tingkat
KPU Kabupaten Buru, baik itu menyangkut dengan prosedur maupun
perolehan suara partai dan calon. Serta menandatangani dan
mengesahkan hasil pleno KPU Kabupaten Buru.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Yang tabel dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Persandingan perolehan suara, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Langsung kepada (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Langsung ke Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
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384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa,
tanggal 21 Mei 2019.
Atau apabila Majelis mempunyai pendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih. Berarti kita sudah selesai, ya? Untuk ... apa ...
jawaban Termohon. Sekarang Pihak Terkait. Pihak Terkait untuk Perkara

Nomor berapa tadi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Dari
PKB?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

PKB.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Baik, terima kasih, Majelis Hakim. Ya, untuk halaman 1 sampai 4
dianggap dibacakan. Langsung saja ke Pokok Permohonan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Anda menyerahkannya tanpa Perbaikan, ya?
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391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Keterangan saja, ya? Soalnya di sini ada kata Perbaikan
Keterangan. Seolah-olahnya sebelumnya sudah menyampaikan

keterangan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Perbaikan keterangan yang tanggal 9 Juli.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Juli. Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya, betul, ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebelumnya ada keterangan juga? Enggak?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Sebelumnya belum ... belum.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ah, berarti kalau begitu kan ndak perlu ada kata perbaikan kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya.
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400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini nanti ... nanti jadi perburukan dia, susah jadinya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Langsung saja ke halaman 4, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman 4. Ini yang bacakan siapa namanya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Teja Sukmana. Baik, Pokok Permohonan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

1. Bahwa hasil perolehan suara di seluruh TPS untuk pengisian
Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku VI te
... telah direkap secara berjenjang oleh Termohon, mulai dari
tingkat TPS C-1, desa/kelurahan DAA-1, kecamatan, DA-1
kabupaten/kota, DB-1 provinsi, DC-1, sampai pada tingkat
nasional.

2. Bahwa dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah
dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, mulai dari tingkat
TPS sampai pada tingkat provinsi, perolehan ... perolehan
suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan DC DPRD
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408.

409.

410.

411.

412,

413.

provinsi adalah sebagai berikut. Untuk tabel dianggap
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus, lanjut!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

3. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalii Pemohon, Pemohon
menjelaskan adanya pengurangan dan penambahan perolehan
suara dari calon-calon anggota legislatif Partai PKB dengan
menyandingkan perolehan suara tingkat TPS atau Model C-1
dengan tingkat kecamatan DA. Akan tetapi, tidak
menyandingkan terlebih dahulu dengan rekapitulasi perolehan
suara tingkat desa atau DAA, maka dalil-dalil perselisihan suara
Pemohon tidak berdasar pada bukti yang kuat dan Pihak
Terkait menduga bukti Pemohon diperoleh dengan cara yang
tidak sah dan melanggar hukum.

4. Bahwa selain daripada tingkat ... tidak menyertakan bukti
sandingan perselisihan suara secara berjenjang, Pemohon juga
tidak menyampaikan keberatan dalam Berita Acara
Rekapitulasi Perhitungan Suara setiap tingkatan, mulai dari
TPS sampai pada tingkat nasional, sehingga Pemohon telah
menerima keputusan hasil perolehan suara yang telah
ditetapkan oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Untuk poin 5 dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
5 dianggap dibacakan. 6?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Poin 6 dianggap dibacakan. Poin 7, dianggap dibacakan.
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414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

421,

422,

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
8?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Poin 8 juga dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, induknya dibacakan dulu poin 8 itu!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Oke. Bahwa perbedaan perselisihan antara Pemohon dengan
Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas dikarenakan Pemohon keliru
dalam mendalilkan perolehan suara sebagaimana uraian di bawah ini.
Untuk poin a (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

A-nya dianggap dibacakan, ya ...
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Poin b?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Poin b dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
C?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Untuk ¢, juga dianggap dibacakan. Langsung saja ... oh, untuk c
ada renvoi, Yang Mulia.
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423,

424.

425,

426.

427.

428.

429,

430.

431.

432.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Apa itu renvoinya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Untuk perolehan suara 36, itu 21.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
36, di ... oke. Itu maksudnya 21 suara, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Untuk poin d, dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Untuk poin e, juga dianggap dibacakan. Poin f, juga dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Masuk ke poin 9.
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433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Poin 9. Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Bahwa mengingat keterbatan waktu yang dimiliki oleh Pihak
Terkait terhadap dalil Pemohon lainnya akan ... akan Pihak Terkait
berikan keterangan di dalam bentuk bukti surat tambahan. Itu sudah
disampaikan dalam Bukti PT-14 sampai PT-17.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Sudah dimasukkan, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Terus!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Dan keterangan saksi-saksi diantaranya tapi tidak terbatas pada
keterangan saksi Dulah Suatkab yang ... yang merupakan saksi Partai
Keadilan sejahtera.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ini Anda bicara ke depan ini, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya. Ya, Yang Mulia.
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441.

442,

443.

444,

445.

446.

447.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Misalkan belum tahu juga ini, semua perkara bisa lolos ke tahap
pembuktian atau tidak. Kan nanti, ada proses di kami juga untuk
menyeleksi. Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya. Harapannya sih, enggak berlanjut, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Aduh. Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Oke.

Bahwa perhitungan perolehan suara .. poin 10. Bahwa
perhitungan perolehan yang dilakukan oleh Termohon pada prinsipnya
merupakan perhitungan yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana
sarana koreksi terhadap adanya perbedaan terhadap perolehan suara
sebagaimana data C-1 yang selanjutnya akan dikoreksi dan dituangkan
di dalam bentuk DAA. Yang kemudian di koreksi kembali di tingkat
kecamatan sebagai Model DA-1. Begitu juga tingkat kabupaten yang
dituangkan di dalam bentuk DB-1. Dan tingkat provinsi yang hasilnya
akan dituangkan dalam bentuk DC. Serta (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Langsung ke petitum saja, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Baik, Yang Mulia. Untuk petitum penutup.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 15.
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448.

449.

450.

451.

452,

453.

454.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya. Dibacakan sama rekan saya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya kira Anda tidak berbagi. Datang berdua masak makan
sendiri. Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Petitum.

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat
diterima.

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/0 ... V/2019

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini pasti salah tulis ini, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pres ... Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan secara Nasional pada hari
Selasa tanggal duar ... tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dan Berita
Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pen ... Perhitungan Perolehan
Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, telah benar.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian
keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku
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455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

VI dengan rincian sebagai berikut. PKB=10.40 ... eh, 10.430.
Perindo=10.228.
4. Menetapkan Pihak Terkait sebagai pihak yang berhak untuk
memperoleh sua ... 1 kursi. 1 kursi terakhir diun (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Siapa itu yang diminta menetapkan? Mahkamah, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Waduh. Nanti jadi KPU, Mahkamah kalau begitu. Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah pemilihan
Maluku VI, dan apabila ... atau apabila Majelis berpendapat lain (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu tidak tertulis disini, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu di dalam hati saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
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464.

465.

466.

467.

468.

469.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untung juga ada apa ... ibu-ibu satu, kan. Jadi, suasana tadi agak
tegang, Pak ... apa itu ... sudah bisa mereda lagi. Kita ini sebetulnya
suasananya enak sekali dengan beliau sejak awal. Ini aja sedikit yang
merusak. ‘Tak ada gading yang tak retak’, namanya begitu. Sabar aja,
Pak, ya.

Kami harus sabar juga. Bapak juga harus sabar juga, gitu.

Oke. Ini sudah selesai enggak ada lagi Pihak terkait? Sekarang
giliran Bawaslu. Mudah-mudahan yang mau disampaikan itu sudah
dikasih tanda-tanda. Halaman berapa sampai halaman berapa. Sehingga
waktunya bisa lebih irit. Kalau bisa irit kita bisa selesai sesi ini tanpa
harus menyambung setelah magrib. Silakan siapa yang mau
menyampaikan dari Bawaslu?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Ya. terima kasih, Yang Mulia. Izin, pertama mengawali saya yang
akan menyampaikan ketarangan, kalau diangap perlu nanti akan
ditambahkan oleh kedua rekan.

Sesuai dengan sesi pertama tadi agar efektif, kita mencoba untuk
masuk langsung pada pokok permohonan. Untuk itu pada Perkara
Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019(...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu pada halaman berapa sampai halaman berapa?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Halaman 81 sampai dengan 117. Yang ingin kami memberikan
ketegasan pada halaman 81 sampai dengan halaman 83, Yang Mulia.
Sori, maaf, halaman 84.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 81 sampai halaman 84, ya?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Ya. Itu pada penegasannya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!
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470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berikutnya, untuk Perkara Nomor  05-08-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019!

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk PKS.
Halaman 2 sampai 5.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman berapa?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 2 sampai 5. Kita memberikan penegasan pada (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 2 sampai dengan halaman 3, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Untuk Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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480.

481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Partai Amanat Nasional. Ya, untuk Partai Amanat Nasional,

halaman 71 sampai 80. Penegasannya pada halaman 71.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
72?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 74.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
74.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Eh, halaman 73 dulu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
7..71,73?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya, betul.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
74.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
74. Halaman 75.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
75.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Halaman 77.
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491.

492.

493.

494,

495,

496.

497.

498.

499.

500.

501.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
777
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pokoknya 71 sampai 80 lah, begitu, ya?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya. Terakhir di 81, Yang Mulia (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Apa?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Hanya lewat beberapa halaman. 80.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
80, ya?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk
I;?;tai Gerindra. Halaman 118 sampai 129. Penegasan pada halaman

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Kita berpindah pada halaman 120.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu masih Gerindra, ya?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Masih Gerindra, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 122.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
122.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Sampai dengan 100 ... halaman terakhir
129, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, 129.

... pada halaman terakhir

Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Demokrat!

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Demokrat.
Halaman 26 sampai 48, kita memberikan penegasan pada (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman berapa tadi? 26?
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512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 26, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sampai?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 27.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 28.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 33.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Habis?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya, cukup, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terakhir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan!

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Untuk Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDI

Perjuangan.
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523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 49 sampai 52. Pertama (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
49 sampai (...)

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 49, penegasan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Halaman 50.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
50.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
49 dan 50, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Itu penegasannya, ya?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cukup?
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534.

535.

536.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu dianggap dibacakan, ya?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Dianggap telah dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nanti semuanya nanti akan di-upload. Bagi yang berkepentingan,
silakan ... apa ... penjelasan yang diberikan oleh Bawaslu dan ini agak
lebih sederhana, cukup menyebutkan halamannya saja.
Nah, gitu. Jadi, sama-sama ... apa namanya ... sama-Sama
substansinya begitu. Yang paling penting itu dianggap dibacakan semua.
Cukup, ya, Bawaslu? Masih ada yang mau disampaikan?

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Ya. Saya kira secara umum tadi sudah disampaikan pada sesi
pertama karena tadi sudah dirangkum apa yang menjadi (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu di laporannya itu ada di ... dibuat, ndak?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Dibuat (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman sekian sampai sekian, ada, ya?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di laporannya itu?
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544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kami tinggal melihat ... ada, ya?
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, dianggap ini tidak terpisahkan. Ini kan sama-sama Maluku
semua. Jadi, Bawaslu bikin sama 1 bundel.

Nah, nanti pekerjaan kami memang agak jadi lebih sulit, begitu.
Karena harus bongkar semua, cari-cari, begitu.

Tapi cara penyampaiannya sore ini, itu sangat membantu. Terima
kasih untuk itu. Silakan dimatikan, kecuali mau bicara lagi.

Nah, dengan demikian (...)
BAWASLU: THOMAS TAMALATU WAKANO

Ya, cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tugas saya untuk ... apa ... untuk me ... memimpin sesi ini sudah
selesai dan ... apa namanya ... sekarang kita kembali ... dikembalikan
kepada Ketua Panel Yang Mulia Prof. Aswanto. Dipersilakan.

KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.
Sekarang kita ke pengesahan alat bukti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Izin, Yang Mulia.
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552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Yang Mulia, kami dari Pemohon Perkara Nomor 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam persidangan ini akan mengajukan
bukti tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Petugas diambil!

Yang memasukkan bukti tambahan? Sambil diverifikasi, ya. Kita
sahkan bukti yang sudah ada.

Pertama untuk Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Pemohon ada bukti tambahan P-015, P-019, P-021,
dan P-022. Betul ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN
PRAMANA

Ya. Betul, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon dalam Perkara 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, bukti yang masuk adalah T-001.Maluku VI Perindo
136-09-31 sampai dengan T-006.Maluku VI Perindo 136-09-31. Betul ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Yang Mulia, untuk Bukti T-004.Maluku VI Perindo itu kami
nyatakan dicabut karena (...)

KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar. Yang dicabut 04 ya?
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559.

560.

561.

562.

563.

564.

565.

566.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

He eh. Karena ini tidak relevan lagi. Ini untuk DA kabupaten
sementara dalam hal ini adalah Daerah Pemilihan Maluku VI untuk
provinsi.
KETUA: ASWANTO

Baik.
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Jadi, untuk T-006 ... eh, T-004 kami nyatakan dicabut.
KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian ada bukti tambahan?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ya. Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

T-007.Maluku VI Perindo 136-09-31 dan T-008.Maluku VI Perindo
136-09-31. Betul ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul.
KETUA: ASWANTO

Betul. Berarti kita sahkan kecuali T-004 sudah dicabut ya?
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567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap.

KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait untuk Perkara 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, bukti yang diajukan adalah PT-5 sampai dengan PT-13.
Kemudian ada ... ini Pihak Terkait jangan ngobrol dahulu! Ini kan sudah
dibacakan tadi tata tertib sidang sebelum kita sidang itu.

Pihak Terkait untuk ini ... apalagi giliran Saudara ini. Pihak Terkait,
PT-5 sampai dengan PT-13. Kemudian ada bukti tambahan. PT-1, PT-2,
PT-14, sampai dengan PT-17.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Betul (...)
KETUA: ASWANTO
Betul, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Betul.
KETUA: ASWANTO

Jadi, PT ... ini enggak ... enggak ada pet ... oh ini ... tambahan
tiap ... yang tambahan PT-1, ya? PT-1, PT-2 ini yang awal dimasukkan,
PT-5?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya. Awal dimasukkan PT-5 sampai PT-13.
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574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

KETUA: ASWANTO
Ya. Tapi, PT-5 sampai PT-13, berarti PT-3, PT-4, enggak ada?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEJA SUKMANA

Ya. Belum, Majelis.
KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sahkan ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu untuk Perkara 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, bukti yang dimasukkan adalah PK-3216 sampai dengan
PK-3220. PK-3222 dan PK-3256 sampai dengan PK-3277. Kemudian, ada
bukti tambahan. PK-3289, PK-32169, dan PK-32186. Ini bukti tambahan
di luar permohonan ya?

BAWASLU: ASTUTI USMAN
Ya. Benar.
KETUA: ASWANTO
Di luar pokok perkara, ya?
BAWASLU: ASTUTI USMAN
Ya. Benar.
KETUA: ASWANTO
Sidang sebelumnya kami tunda dulu untuk kita buktikan itu.
Karena kami akan diskusikan kemudian. Yang kita sahkan adalah Bukti

PK-3216 sampai dengan PK-3220, PK-3222, dan PK-35 ... 3256 sampai
dengan PK-3277. Itu yang kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk  Perkara Nomor  85-03-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
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581.

582.

Termohon Dapil Buru I T-001 sampai dengan T-007.Buru I PDIP 85-03-
31, itu untuk Dapil Buru I. kemudian untuk Dapil Buru II, TO0O1 sampai
dengan T-006. Betul ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Betul.
KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Bawaslu, Dapil Buruh I dan II PK-32041 sampai
PK-32048. Bawaslu. Betul ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk  Perkara Nomor  05-08-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Termohon memasukkan Bukti T-001.Maluku sampai
dengan T-007 ... 007 2 KPS 05-08-31. Betul, ya? Ada catatan, Bukti T-
004 ini tidak ada bukti fisiknya, ya. Kita sahkan ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, ini tidak ada bukti yang diajukan, ya?
Pihak Terkait, oh, ya. Tidak ada Pihak Terkaitnya. Memang yang 1 saja
tadi.

Kemudian, Bawaslu, PK-301 sampai dengan PK-32.08 ... eh ...
saya ulangi. PK-32.01 sampai dengan PK-32.08, PK-32169 ... oh, itu
bukti tambahan.

Oke. Untuk Bawaslu, PK-32.01 sampai dengan PK-32.08.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
PAN, Termohon memasukan Bukti T-001 sampai dengan T-007? Betul,
ya?
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583.

584.

585.

586.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait tidak ada? Bawaslu, P-32.301 sampai dengan P-
32.2077 Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, dari Pemohon ada bukti tambahan. P-17 sampai
dengan P-20, ya? Betul, ya? Pemohon, PAN? Mana orangnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CHARLES LITAAY

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Yang baru saja Anda serahkan, kami segera verifikasi, ketika kami
terima dari Anda dan sudah ditetapkan.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra, Termohon memasukan Bukti T-001
sampai dengan T-007. Betul, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu memasukan Bukti PK-32.09, PK-32.13, PK-
32.14, dan PK-32 sampai dengan PK-78. PK-32-78 sampai dengan PK-
32-83. Betul, ya?

KETUK PALU 1X
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587.

588.

589.

590.

591.

592.

Kemudian, untuk Partai Demokrat Perkara Nomor 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini Pemohon ada bukti tambahan. P-217?
Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-
008. Partai .. apa .. Termohon untuk Perkara Nomor 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya ulangi, T-001 sampai dengan T-
008.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul, Yang Mulia. Untuk Pemilihan Maluku III.
KETUA: ASWANTO

Baik.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD
Selanjutnya (...)
KETUA: ASWANTO
Masih ada lagi?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Untuk Kota Ambonnya belum disahkan. Ada 2 dapil dalam
permohonan. Daftar alat bukti nomor 6.

KETUA: ASWANTO

Ya. Nanti ... nanti bukti tambahan kan, baru diverifikasi.
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593.

594.

595.

596.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ini bukan tambahan. Jadi, satu kesatuan.
KETUA: ASWANTO

Sabar. Ini masih ada ... masih ada ... ada, sudah ada ditulis di sini.

Baik. Untuk Ambon Dapil II, atas nama ... untuk Ambon, Dapil II
nama ... atas nama Muryani Dominggus, ya? Ini Bukti Termohon, T-01
sampai dengan T-04 ... T-004. Betul, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Oke. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu ... kemudian, untuk Bawaslu, bukti yang
dimasukkan adalah PK-32.16, PK-32.223 sampai dengan PK-32.55, PK-
3222, dan PK-32.01, PK-32.10.1 sampai dengan PK-32.10.6, itu bukti
tambahan. Betul, ya?

Kemudian, bukti tambahan tadi, PK-32.187, itu Bawaslu.
Kemudian, untuk Dapil Ambon II, PK-32 sampai dengan PK-32.16, PK-
32.22 sampai dengan PK-32.55 dan PK-32.10, PK-32.10.1 sampai
dengan PK-32.10.6. Betul, ya? Bawaslu? Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Baik ... baik. Masih ada yang belum disahkan buktinya? Sudah
semua, ya? Baik. Perkiraan kita sampai pukul 20.00 WIB, tapi ternyata,
sebelum pukul 18.00 WIB, Insyaallah, kita akan berhenti.

Kemudian, penyampaian tentang penundaan sidang. Sidang ini
kita tunda sampai dengan hari yang ditentukan oleh Mahkamah. Untuk
itu, semua pihak tinggal menunggu panggilan resmi dari Mahkamah
untuk sidang berikutnya.

Agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan
saksi, ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak ... Pihak Terkait, serta
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Bawaslu. Kemudian berapa jumlah saksi dan ahli nanti akan disampaikan
di dalam surat panggilan sidang secara resmi.

Ada tambahan catatan bahwa untuk saksi, indentitas dan pokok-
pokok kesaksiannya diminta diserahkan lebih awal. Sebelum kita sidang,
ada waktunya nanti.

Kemudian untuk ahli juga begitu, identitas atau CV bersama
dengan keterangan tertulisnya kita sudah harus terima paling lambat 1
hari kerja, sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, pada pukul 12.00
WIB, ya. Jelas, ya. Masih ada lagi? Tidak ada, dengan demikian sidang
selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.54 WIB

Jakarta, 17 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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